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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara
Pencemaran Nama Baik Oleh Jumnalis Terkait Pemberitaan Di Media Online
Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp”. Pembahasan pada penelitian ini,
penulis mengangkat permasalahan mengenai sengketa yang dihadapi oleh
jumnalis ketika dihadapkan di persidangan atas perkara pencemaran nama baik
akibat karya jumalistik yang ia buat dalam perkara pada Putusan Nomor
46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp. Penulis merumuskan pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap jumnalis apabila terjebak dalam berita yang
terindikasi mencemarkan nama baik seseorang serta pertanggungjawaban
jumnalis atas pemberitaan yang ia buat tersebut tidak valid. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.
Penelitian ini menghasilkan pandangan yang sedikit berbeda dari penulis
terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis penjara pada jurnalis
pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp yakni putusan hakim dalam
perkara ini mengenyampingkan Undang-Undang Pers yang seharusnya menjadi
pedoman utama dan penelitian ini memberikan pemahaman tentang mekanisme
apabila seseorang dicemarkan nama baiknya oleh jurnalis bahwa cara-cara untuk
menyelesaikannya yakni dengan menggunakan hak jawab, membuat pengaduan
ke dewan pers, atau bila keduanya sudah dilakulan namun tidak memuaskan
maka dapat mengadukan perkara pencemaran nama baik ke kepolisian.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Jurnalis, Pertimbangan Hakim, Pemberitaan
Tidak Valid.

Pembimbing,Utama,
e A é
s
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., IsmaNuillah, S.H., M.H.,
NIP. 196802211995121001 NIP. 199404152019032033
Mengetahui
Ketua Bagian Hu Pidana
= %),

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,
NIP. 196802211995121001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam
kehidupan berdemokrasi, sebab manusia selalu berada dalam lingkungan yang
berkaitan dengan informasi. Tingginya rasa ingin tahu dan faktor kekurangan
pengetahuan serta pemahaman menjadi salah-satu penyebab akan
ketergantungan kebutuhan informasi untuk menjawab persoalan dan pertanyaan
yang belum diketahui. Tak dapat dipungkiri bahwa rasa ingin tahu membuat
manusia haus akan informasi dan akan berusaha untuk mencari tahu beragam
informasi disekitarnya dan menarik menurutnya. Rasa ingin tahu akan semakin
besar apabila ketika melihat atau mendengar sebuah berita yang asing dalam
pengetahuannya, maka akan digali lebih lanjut dan mendalam perihal berita
tersebut, sehingga mereka menemukan informasi yang mereka butuhkan dan
rasa haus akan informasi pun dapat terobati.t

Secara harfiah, informasi berarti penerangan, pemberitahuan, kabar, atau
berita tentang sesuatu.? Informasi dalam bahasa keseharian dikenal sebagai suatu
proses yang merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi dan sebagai
bahan pengetahuan yang berasal dari segala kejadian di dunia (entitas) yang tak
terhingga. Dibantu dengan segala macam alat perkembangan teknologi informasi

pada era modern sekarang ini, memudahkan seluruh lapisan masyarakat dapat

!Nurudin, Jurnalisme Masa Kini (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), him. 22
2Sue Batley, Information Architecture for Information Professionals (England: Chandos
Publishing, 2008), him. 19



memperoleh informasi dengan cepat dengan berbagai macam sarana yang
tersedia.

Media sosial memegang peranan terpenting yang berkontribusi dalam hal
penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkhususnya informasi elektronik
yang dengan mudah diakses berkat kemajuan internet.® Perkembangan teknologi
informasi ini pun tentunya harus diimbangi dengan pengembangan kualitas diri
dari manusia itu sendiri agar dapat menyikapi dengan bijak segala informasi
yang diserap dan mengelolahnya dengan sebaik mungkin.

Kemudahan dalam memperoleh informasi tidak terlepas dari masyarakat
yang memiliki hak kebebasan dalam berekspresi, berpikir, dan memperoleh
informasi sebagai bagian dari hak alamiah yang harus dijamin oleh negara.
Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
(HAM PBB) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan
pendapat, dalam hal ini termasuk memiliki hak dalam kebebasan berpendapat,
mencari, menerima, serta menyampaikan informasi tanpa memandang batas-
batas. Dijelaskan pula dalam International Convenant on Civil and Political
Rights (ICCPR) atau dalam bahasa Indonesianya, Konvenan Internasional Hak-
Hak Slpil dan Politik, dalam Pasal 19 ayat (2) yang merumuskan bahwa setiap
orang berhak menyatakan kebebasan berpendapat, yang mana dalam hal ini

termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dalam bentuk

SErwin Asmadi, “Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik di Media Sosial” De Lega Lata: Jurnal llmu Hukum (Juli 2021), him. 16

“Rocky Gerung, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Filsafat (Depok: Ul
Press,2006), him, 6.



pemikiran, baik lisan, tertulis, cetakan, karya seni, atau melalui media sesuai
dengan pilihannya.®

Dalam perkembangan teknologi serta kebebasan dalam mengakses
informasi serta di tengah kebebasannya berpendapat, banyak sekali informasi
yang memuat data yang tidak akurat dan kebenarannya belum dapat dibuktikan
sehingga munculnya informasi yang memuat berita bohong atau hoax. Berita
bohong tersebut sulit terjaring dan masyarakat mudah percaya dan sangat rentan
dipengaruhi oleh suatu berita bohong sehingga sekarang ini sering sekali
terdengar slogan masyarakat harus melek informasi untuk meminimalisir
informasi bohong serta harus berhati-hati atas setiap konsumsi informasi yang
diserap.

Profesi yang berperan penting dalam penyampaian suatu informasi ialah
wartawan atau jurnalis. Jurnalis adalah orang yang harus selalu tahu lebih dulu
tentang peristiwa dan fakta yang bernilai penting atau menarik bagi masyarakat.®
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
jurnalis atau yang bisa disebut juga dengan wartawan didefinisikan sebagai
orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik.” Berdasarkan
ketentuan tersebut, jurnalis diposisikan sebagai pihak yang lumrah dalam hal

penyebaran informasi di media.

®Indonesia, Undang-Undang ICCPR, UU No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005,
TLN No. 4558, Ps. 19 ayat (2).

®Pandan Yudhapramesti, “Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer,”
Jurnal Komunikasi (Oktober 2015), him. 90.

"Indonesia, Undang-Undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999,
TLN No. 3887, Ps. 1 angka 4.



Jurnalis dalam hal mengelolah dan menyampaikan informasi ke publik
lewat media, dilindungi kebebasanya oleh pers. Kebebasan pers adalah salah
satu bentuk jaminan pemenuhan hak warga negara atas informasi, hak asasi
manusia, dan hak untuk tahu dan merupakan kewajiban negara ini untuk
memberikan kebebasan pers kepada wartawan, dimana hak untuk mendapatkan,
mengelolah, dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh
negara.® Kebebasan pers dibutuhkan dalam keperluan demokrasi, keadilan, dan
kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Selaras dengan yang tertuang dalam Pasal 4 UU Pers yang menyatakan
bahwa kemerdekaan pers itu dijamin oleh negara dan dikategorikan sebagai hak
asasi warga negara, tidak dapat dikenai penyensoran, pembredelan, atau
pelarangan penyiaran terhadap pers nasional. Hal tersebut dilakukan guna
menjamin kemerdekaan pers agar pers nasional dapat memperoleh dan
menyebarluaskan ide serta gagasan informasinya kepada masyarakat, dan pers
dalam mempertanggungjawabkannya pada hak tolak.®

Pada prakteknya, penyebaran informasi yang dilakukan oleh jurnalis pun
terkadang menghadapi kendala dalam praktek penyebarannya. Tidak sedikit
jurnalis yang tersandung kasus atas pemberitaan pers yang ia unggah melalui
media online sehingga berdampak buruk bagi dirinya maupun instansi pers

bersangkutan. Maraknya fenomena ditangkap dan diadilinya seorang jurnalis

8Dewan Pers, “Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers”
https://dewanpers.or.id/datapengaduan/prosedur, diakses 22 September 2022.

®Indonesia, Undang-Undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999,
TLN No. 3887, Ps. 4.



https://dewanpers.or.id/datapengaduan/prosedur

akibat penerbitan karya jurnalistik miliknya menimbulkan suatu kontroversi dan
ketidakteraturan dalam masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Aliansi Jurnalistik
Independen (AJI), setidaknya ada 15 kasus dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari
tahun 2021 yang dilaporkan bahwasanya jurnalis dan media akibat dari karya
jurnalistik yang diterbitkannya, terjerat kasus pelanggaran oleh pers
menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).1°
Padahal dijelaskan dalam Pasal 8 UU Pers bahwa, “Dalam melaksanakan
profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.”!

Kasus yang sering melibatkan pers adalah kasus pencemaran nama baik.
Sebagian besar jurnalis yang tersandung kasus pidana adalah pemberitaan yang
ia terbitkan di media online diadukan kepada pihak aparatur penegak hukum
dengan delik pencemaran nama baik. Orang yang mengadukan tersebut
merupakan orang yang nama baiknya tercemar dan merasa malu akibat dari
pemberitaan yang beredar di media online.

Delik pencemaran nama baik merupakan juridical term (istilah hukum)
karena secara eksplisit tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), melainkan istilah yang berkembang di dunia akademik
(academic term) dan masyarakat (social term). Pencemaran nama baik dalam
KUHP diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi, “Barang siapa sengaja menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang

°CNN Indonesia, “AJl: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis-Media yang Dijerat UU ITE”
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-
jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite , diakses 22 September 2022.

11 Indonesia, Undang-Undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999,
TLN No. 3887, Ps. 8
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https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah”.1?

Adapun kasus nyata yang serupa terjadi, perihal jerat pidana yang didapati
oleh seorang jurnalis yang menerbitkan berita di media online milik perusahaan
media tempat ia bekerja, yang pada akhirnya mendapati kenyataan pahit ketika
hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada jurnalis tersebut selama 3
(tiga) bulan penjara. Hal ini terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, dimana seorang
jurnalis bernama Asrul berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor
46/Pid.Sus/2021/PN.Plp. dipidana penjara dengan dakwaan menggunakan Pasal
27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatakan bahwa, “Setiap
Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*®

Kasus ini bermula ketika seorang jurnalis dari berita.news menerbitkan
berita di laman tersebut dengan judul Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang”
Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan Farid

Kasim Judas yang diberi julukan Putra Mahkota Palopo oleh Asrul sebagai

12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Straftrecht), diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.310

BIndonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 5952, Ps. 45



bentuk sarkasme, terlilit kasus korupsi penyertaan modal Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik
tenaga mikro hidro dan pengelolahan keripik zaro.'* Farid Kasim Judas yang
diberitakan pun pada kenyataannya belum pernah ada pemeriksaan terkait
informasi korupsi, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum
menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Dengan kata lain, berita yang diterbitkan
olenh Asrul mengandung unsur provokatif dan unsur pencemaran nama baik
apabila tidak terbukti secara sah si pengadilan. Pemberitaan yang menyangkut
nama baik atau kehormatan seseorang sangat penting untuk menghindari
labelisasi negatif atas diri yang bersangkutan. °

Berdasarkan putusan hakim yang menyatakan bahwa Muhammad Asrul
sebagai jurnalis yang telah membuat berita mengenai dugaan korupsi yang
menyeret nama Farid Kasim Judas pun menerima banyak penolakan dari para
rekan-rekan jurnalis lainnya yang menganggap bahwa putusan yang dijatuhkan
oleh hakim tersebut tidaklah tepat dan menganggap bahwa hal ini seharusnya
diselesaikan di luar pengadilan dan melibatkan Dewan Pers. Keputusan hakim
yang akhirnya memvonis penjara seorang jurnalis akibat karya jurnalistiknya
membuat para rekan jurnalis beranggapan bahwa kebebasan serta kemerdekaan
pers dapat terancam.

Pers memegang peranan penting dalam hal mewujudkan keseimbangan

kehidupan dalam suatu negara yang mana dalam hal ini pers harus diiringi

“Muhammad Asrul, “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan
Keripik Zaro RP11M” https://berita.news/2019/05/10/putra-mahkota-palopo-diduga-dalang-
korupsi-pltmh-dan-keripik-zaro-rp11-m/ , diakses 23 September 2022

15 Chairul Huda. “Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek
Pers” Jurnal Dewan Pers (November 2010), him. 38
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dengan jaminan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan tugas
jurnalistiknya.’® Namun, dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya kebebasan pers
di Indonesia yang merupakan hak seorang jurnalis tidak dapat dikatakan bebas
sepenuhnya sebab berbenturan dengan hak asasi orang lain. Individu itu sama-
sama menjunjung tinggi hak yang dimiliki dan berupaya menjaga martabat dan
marwahnya sebagai individu.

Hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki pertimbangan yang
matang dan harus memenuhi asas keadilan agar diharapkan tidak mencederai
rasa keadilan masyarakat terkhususnya bagi para pihak yang berperkara.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: “Ratio Decidendi Hakim Dalam
Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Terkait

Pemberitaan Di Media Online Pada Perkara No. 46/Pid.Sus/2021/PN.PIp”

16 Hendrayana, “Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak
Bersalah”, Jurnal Dewan Pers (November 2010), him. 78



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1.

Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara
Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Terkait Pemberitaan Di Media
Online Pada Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN.PLP?

Bagaimana Etik Pers Dalam Memintakan Pertanggungjawaban Atas
Pemberitaan Yang Dianggap Tidak Valid Kepada Jurnalis Sebagai

Pembuat Berita Dalam Hukum Positif Di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Decidendi Hakim dalam
memutus perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jurnalis
terkait pemberitaan di media online pada Putusan No.
46/Pid.Sus/2021/PN.PLP.

Untuk mengetahui dan menganalisis etik pers dalam memintakan
pertanggungjawaban atas pemberitaan yang dianggap tidak valid
kepada jurnalis sebagai pembuat berita dalam hukum positif di

Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian

1.  Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam
perkembangan ilmu hukum pidana serta dapat digunakan sebagai bahan
kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hukum
pidana pers, kebebasan pers, serta pencemaran nama baik.

2.  Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan pengetahuan hukum
bagi siapa saja yang memerlukan terkait tindak pidana perkara pencemaran

nama baik oleh jurnalis.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka
ruang lingkup pada penelitian ini adalah mengkaji Ratio Decidendi dalam
memutus  perkara  pencemaran nama  baik  berdasarkan  putusan
No0.46/Pid.Sus/2021/PN.Plp serta etik dalam pers dalam

mempertanggungjawabkan pemberitaan yang tidak valid kepada jurnalis.

F. Kerangka Teori
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan rumusan masalah

yang telah disebutkan, penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua)
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kerangka teori yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam
skripsi ini, yakni Teori Ratio Decidendi dan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial.
1.  Teori Ratio Decidendi

Menurut Mackenzie, teori ratio decidendi yang dipergunakan oleh hakim
dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara didasari pada
landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang
berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari
peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pokok perkara
yang disengketakan sebagai acuan atau dasar hukum yang melandasi hakim
dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim tersebut harus didasarkan
pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan
bagi para pihak yang berperkara.t’

Istilah ratio decidendi dalam dunia peradilan sering dimaknai sebagai
alasan hakim dalam menjatuhkan putusannya, dengan kata lain hakim dalam
menjatuhkan putusan terdapat pertimbangan yang mengandung argumentasi dan
nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta.'® Pertimbangan hakim ini juga
merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari
suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum,
sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan

cermat.'® Hakim dalam menjatuhkan putusannya, dalam pertimbangannya harus

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), him 111

8Achmad Fauzi, “Hakim, Putusan, dan Tuah Buku” https://www.pa-
penajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi,
diakses pada 03 Oktober 2022

PKhairul Aswadi, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi”
Unizar Law Review (Juni 2018), him 91



https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi
https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi
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berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas agar ketika putusan dijatuhkan,

putusan tersebut tidak mencederai keadilan masyarakat.

2.

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial muncul di Amerika Serikat pada abad

ke-20 yang mana teori ini didasarkan pada pandangan tentang prinsip bahwa

kebebasan pers memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik

dalam melaksanakan tugas-tugas dasar yang dikenakan pada komunikasi massa

dalam masyarakat modern saat ini.?°

Teori pers tanggung jawab sosial mengemukakan prinsip-prinsip dalam

gagasannya bahwa:

a.

b.

Pers mempunyai tugas khusus publik;

Kewajiban dipenuhi dengan menetapkan standar tinggi atau profesional
pengetahuan, kebenaran, prestasi, keseimbangan dan sebagainya;

Surat kabar menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian
yang akan mengakibatkan ketidaktaatan publik atau bahkan menghina
etnis atau agama minoritas;

Surat kabar harus pluralistik dan mencerminkan keragaman masyarakatnya
dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menyajikan berbagai
pandangan dan hak untuk merespons;

Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar kinerja yang tinggi
dan intervensi dapat diizinkan untuk melingungi kepentingan publik.

Dengan sejumlah kritik dan tuduhan, surat kabar itu membuat perubahan

2Ahmad Riyadh, Hukum Media Pers (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), him. 10
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dalam pemikiran, dan kemunculan kode etik pertama pada tahun 1923

mencerminkan perubahan tersebut.?

The Canons of Journalism atau Kode Etik Pers yang diadopsi oleh pers
Amerika, McQualil menyatakan bahwa, “pers bertanggung jawab atas
kesejahteraan masyarakat, ketulusan, kejujuran, ketidakberpihakan, permainan

yang adil, kesopanan, dan penghargaan untuk kehidupan pribadi.”

Komisi Kebebasan Pers di Amerika Serikat mengembangkan teori
tanggung jawab sosial yang berpendapat bahwa pers dapat memberi nilai besar
pada kebebasan berekspresi karena kebebasan seperti itu kadang-kadang akan
mengungkapkan kebenaran. Namun mendapatkan kebebasan dalam pers bukan
berarti bahwa kebebasan pers itu bebas untuk melanggar kepentingan individu
lain.?? Dengan kata lain, teori ini mengemukakan bahwasanya jurnalis dalam
memberitakan sesuatu harus berlandaskan kode etik jurnalistik walaupun
diberikan kebebasan dalam pers, namun tetap harus menjunjung profesionalitas
sebagai jurnalis yang bertanggung jawab dalam setiap berita yang diunggah di

media.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian normatif (legal research), yakni suatu penelitian tentang penerapan

norma-norma hukum positif yang bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum

21bid, him. 11
22|bid, him. 12



14

dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum yang kemudian
dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.23
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam menjawab permasalahan hukum di dalam
penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach).

a.  Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan  Perundang-Undangan  (statute approach) merupakan
pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah segala jenis
peraturan perundang-undangan yang memiliki regulasinya terkait isu hukum
dalam penulisan skripsi ini.?

b.  Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus (Case Approach) merupakan pendekatan yang
bertujuan untuk mempelajari serta mengkaji penerapan norma-norma atau
kaidah-kaidah hukum positif yang sesuai dalam praktik hukumnya, melalui
kasus-kasus yang pernah terjadi dengan tujuan untuk memperoleh suatu
gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum
dalam praktik hukum, serta menggunakan hasilnya untuk bahan masukan sebuah

permasalahan hukum.®

ZJohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakarta:
Banyumedia, 2005), him. 30

24peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Kencana Prenanda Media
Group, 2007), him. 35

2Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, him. 17
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder.
Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan dan bahan
hukum.?® Melalui data sekunder ini dilakukan serangkaian kegiatan berupa
kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-
undangan yang berkaitan dengan isi hukum yang diangkat dalam penulisan ini.?’
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
a.  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang
mengikat yang bersifat autoriatif, yakni bahan hukum tersebut memiliki otoritas.
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua
dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.?® Bahan-bahan hukum dalam
penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Pidana
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

ZMuhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: University Press, 2020), him. 11

21shaq, Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung:
Alfabeta, 2016), him. 99

28] Ketu Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (pbh) Hukum Administrasi Negara Bagi
mahasiswa Semester | Fakultas Hukum (Bali: Universitas Udayana, 2017), him. 3.
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5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
7) Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp
b.  Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau dengan pengertian lain merupakan bahan
hukum yang relevan dengan penelitian namun tidak terkait langsung. Dalam
penelitian pada skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh
melalui buku-buku, artikel atau jurnal ilmiah, makalah, tesis, dan lainnya.?®
c.  Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan
tentang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, internet, jurnal-jurnal
hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas hingga dokirin-
doktrin dari para ahli.*°
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode

studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) yakni teknik penelitian

dengan pengumpulan bahan kepustakaan yang mempunyai relevansinya dengan

2%Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2012),
him. 51
%1shag, Penelitian Hukum, him. 99
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isu hukum yang dibahas. Pengambilan bahan hukum ini dilakukan dengan
melakukan penelusuran dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta
bahan hukum tersier, yang akan diuraikan secara deksriptif.5!
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperolen dalam penelitian hukum yuridis normatif
dikumpulkan lalu diklasifikasikan kemudian dianalisis secara deskriptif analisis
yakni menguraikan data secara bermutu dalam kalimat runtun, teratur, dan logis,
serta tidak tumpang tindih, agar tersistematis untuk mencapai kejelasan atas isu
yang dibahas.3?
6.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari penelitian
yang disusun sesuai dengan tujuan kepenulisan dalam penelitian ini. Kesimpulan
yang dimaksud yakni jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dari isu
hukum yang diangkat kemudia dikemukakan secara singkat dan jelas tentang
kebenaran dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir
deduktif, yaitu penalaran yang berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu
yang berasal dari premis umum kemudian terperinci menjadi kesimpulan yang

bersifat khusus.®?

3lMestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),
him. 3

32Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 127

33Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press, 2010), him. 25
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